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Abstract: The purpose of this study is to empirically test the influence of the size of Islamic banks,
Muslim board of director proportion, and sharia supervisory boards on the broad disclosure of
corporate governance. The population in this research is a sharia banking company in Indonesia in
2015 to 2018 with a total of 44 company data. The sample was selected using a purposive sampling
method. The data used in this study were analyzed using multiple linear regression analysis. Mul-
tiple linear regression analysis was carried out with the help of SPSS 25.0 software. The results of
the study showed that there were 41 data samples of sharia bank companies in Indonesia that met
the criteria of purposive sampling which assigned in this research. The results of this research prove
that the size of Islamic banks, Muslim board of director proportion, and sharia supervisory boards
were positively influenced the broad disclosure of corporate governance.
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PENDAHULUAN

Ketidakpastian ekonomi secara global ter-
jadi pada industri dalam beberapa tahun terakhir
menyebabkan peningkatan terhadap risiko yang
dapat dihadapi oleh perusahaan salah satunya
yakni fluktuasi harga bahan baku yang menyebab-
kan perusahaan kesulitan memproyeksikan laba
di masa depan. Salah satu perusahaan yang meng-
hadapi tingkat risiko besar akibat ketidakpastian
ekonomi adalah perusahaan perbankan. Perusa-
haan perbankan merupakan satu perusahaan yang
menghadapi tingkat risiko yang paling besar (Ab-
dullah dkk., 2015). Perusahaan perbankan juga
menghadapi risiko sistemik, yakni risiko yang
timbul karena kegagalan dalam satu perusahaan
perbankan yang dapat memberikan dampak terha-
dap perusahaan perbankan lainnya (Abdullah
dkk., 2015). Oleh sebab itu, keterbukaan informa-
si penting untuk dilakukan oleh manajemen dalam
kondisi ketidakpastian ekonomi global agar per-
usahaan tetap dapat menjamin kepercayaan yang
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diberikan oleh pemegang saham akan kemampuan
manajemen dalam mengelola perusahaan (Abdul-
lah dkk., 2015).

Bank syariah merupakan salah satu entitas
bisnis yang menerapkan nilai-nilai Islam yang
menekankan pada aspek transparansi, moralitas,
dan keadilan sosial pada operasional perusahaan
(Albassam dan Ntim, 2017). Hal itu disebabkan
bank syariah merupakan satu entitas ekonomi
yang dapat memberikan dampak secara langsung
kepada masyarakat. Sebagai konsekuensinya, im-
plikasi komitmen terhadap prinsip tersebut tecer-
min dalam tata kelola perusahaan (Safieddine,
2009; Vinnicombe, 2010).

Usaha yang dilakukan manajemen bank sya-
riah dalam mengungkapkan tata kelola perusa-
haan dapat dipengaruhi oleh faktor internal
dalam bank syariah (Adams, 2002). Faktor inter-
nal yang mendorong bank syariah untuk melaku-
kan pengungkapan tata kelola perusahaan secara

lebih luas antara lain ukuran bank syariah, dewan



Business and Finance Journal, Volume §, No. 2, October 2020

pengawas syariah, dan dewan direksi Muslim
(Abdullah dkk., 2015; Baydoun dkk., 1999;
Farook dkk., 2011).

Penelitian mengenai pengaruh ukuran per-
usahaan, dewan direksi Muslim dan dewan peng-
awas syariah telah dilakukan oleh beberapa pene-
liti, namun masih terdapat perbedaan hasil an-
tara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Dengan
ruang lingkup sedemikian rupa maka tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai-
mana luas pengungkapan tata kelola perusahaan
pada bank syariah dipengaruhi oleh ukuran bank
syariah, proporsi dewan direksi Muslim, dan

jumlah dewan pengawas syariah.

LANDASAN TEORI
Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan
teori agensi yang menyatakan bahwa pihak agen
belum tentu bertindak sesuai kepentingan dari
pihak principal yang dapat memicu timbulnya
masalah keagenan. Dalam penelitian ini teori
agensi menjadi dasar teori untuk menjawab
permasalahan terkait dengan tata kelola perusa-
haan. Dalam tata kelola perusahaan masalah ke-
agenan dapat timbul karena adanya dominasi dari
salah satu pihak untuk mencapai kepentingan diri-
nya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik
ketika beberapa kepentingan dari masing-masing
pihak saling bertemu dalam suatu aktivitas bersa-
ma-sama. Adanya konflik kepentingan antara prin-
sipal dan agen karena perbedaan tujuan mendo-
rong terjadinya asimetri informasi.

Untuk meredam perbedaan kepentingan an-
tara pihak prinsipal dan agen maka manajemen
puncak akan berusaha mengambil keputusan
terbaik demi melindungi kepentingan pemegang
saham, terutama apabila terdapat keterlibatan
oportunis (Jensen dan Meckling, 1976). Teori
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agensi menjadi salah satu jawaban untuk memi-
nimalkan oportunis manajerial dalam kaitannya
dengan usaha perusahaan dalam meminimalkan
biaya agensi melalui tata kelola perusahaan (Ha-
niffa dan Hudaib, 2006). Teori agensi juga mem-
fokuskan perusahaan agar dapat mengembangkan
struktur tata kelola perusahaan yang baik dengan
cara membentuk kontrak hukum oleh pemegang
saham yang dapat menjadi suatu alat dalam
mengawasi kinerja manajemen.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari teori
agensi yakni bahwa tata kelola perusahaan yang
baik dapat diciptakan melalui pengembangan
mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif
agar dapat menurunkan biaya agensi. Fama dan
Jensen (1983) mengungkapkan bahwa perlu ada-
nya perbaikan menyeluruh dari praktik tata
kelola perusahaan termasuk untuk kinerja keu-
angan dan pengungkapan tata kelola perusahaan
dengan cara pengurangan biaya pemantauan dan
pengikatan. Perbaikan menggambarkan adanya
usaha untuk menyelaraskan kepentingan prin-
sipal dan agen serta kontrol atas organisasi yang
diukur melalui kinerja yang lebih baik, oleh
sebab itu diperlukan adanya transparansi dari
pihak manajemen perusahaan dalam mengung-
kapkan seluruh informasi terkait kegiatan opera-
sional perusahaan secara menyeluruh agar tidak
terjadi masalah agensi (Safieddine, 2009).

Dalam hal ini, manajer dan dewan peng-
awas bank syariah harus memastikan bahwa
kegiatan bisnis yang dilakukan di bank syariah
telah sesuai dengan syariah atau nilai-nilai Is-
lam, serta memastikan bahwa kesenjangan
informasi dalam laporan keuangan perusahaan
dapat diminimalisasi dan terciptanya rasa ke-
adilan bagi semua pihak yang terkait dengan
perusahaan (Archer dkk., 2010; Safieddine,
2009; & Sarker, 1999). Perbankan syariah harus
mengedepankan nilai-nilai Islam, di mana dalam

nilai-nilai Islam diajarkan mengenai prinsip
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transparansi, keadilan, dan tanggung jawab, oleh
karena itu pada perbankan syariah pengungkapan
seluruh aktivitas oleh manajemen perusahaan
menjadi penting sehingga bentuk laporan tata
kelola perusahaan menjadi luas (Albassam dan
Ntim, 2017).

Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan

Hassan dan Christopher (2005) berpenda-
pat bahwa tata kelola perusahaan menjadi salah
satu perhatian utama dari seluruh perusahaan,
terutama untuk perusahaan publik. Pengung-
kapan tata kelola perusahaan menjadi sarana
bagi perusahaan untuk mengungkapkan infor-
masi secara transparan kepada pihak-pihak
berkepentingan (Solomon dan Solomon, 2006).
Tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk
meningkatkan pengungkapan perusahaan ber-
kaitan informasi mengenai akuntabilitas dan
transparansi perusahaan (Allegrini dan Greco,
2013). Pengungkapan tata kelola perusahaan
pada bank syariah mengacu pada tingkat peng-
ungkapan tata kelola perusahaan berdasarkan
sejumlah tolok ukur tata kelola perusahaan inter-
nasional yang diungkapkan dalam Organisation
for Economic Co-operation and Development’s
(OECD) (2014), laporan Komite Basel tentang
Pengawasan Bank (Basel Committee on Bank
Supervision - BCBS) (2006), dan Standar Tata
Kelola AAOIFI untuk Lembaga Keuangan Islam
(Abdullah dkk., 2015).

Botosan (1997) menyatakan bahwa laporan
tahunan perusahaan merupakan salah satu me-
dia utama bagi perusahaan dalam menyampaikan
informasi yang berkaitan dengan kondisi keuang-
an maupun kondisi non-keuangan dari perusaha-
an. Dengan melakukan pengungkapan informasi
secara maksimal maka perusahaan dapat mengha-
silkan informasi penting yang berkualitas bagi
para pihak berkepentingan (O’Sullivan, 2005).

di Indonesia

Ukuran Bank Syariah

Mohamad dan Saeed (2018) menyatakan
bahwa ukuran bank syariah dapat ditinjau dari
besar nilai aset yang dimiliki oleh bank syariah
atau besar kredit yang dapat disalurkan oleh bank
syariah. Bank syariah dengan nilai aset yang besar
memiliki kemungkinan untuk memberikan berba-
gai macam layanan keuangan dengan biaya yang
lebih rendah (Mohamad dan Saeed, 2018). Besar-
nya nilai aset yang dimiliki bank syariah juga dapat
meningkatkan timbulnya risiko terkait proses
pengendalian yang harus dijalankan bank syariah,
sehingga diperlukan adanya tata kelola yang baik
agar risiko yang timbul terkait dengan proses
pengendalian dapat direduksi.

Semakin besar ukuran bank syariah maka
akan lebih ketat pengawasan yang dilakukan
oleh lembaga pemerintah terkait (Buzby, 1975).
Berkaitan dengan hal tersebut, maka bank sya-
riah diharapkan mampu mengungkapkan infor-
masi yang baik dan tepercaya melalui laporan
tata kelola perusahaan untuk meminimalisasi
tekanan yang ada dari lembaga-lembaga peme-

rintah (Abdullah dkk., 2015).

Dewan Direksi Muslim

Beekun dan Badawi (1999) menjelaskan
bahwa dewan direksi Muslim adalah anggota
dalam jajaran direksi dari manajemen perusahaan
yang memeluk agama Islam. Pada umumnya
pola kepemimpinan dewan direksi dapat meme-
ngaruhi kinerja manajemen dalam suatu perusa-
haan. Baydoun dkk. (1999) mengungkapkan bah-
wa perilaku dan pola kepemimpinan dapat dipe-
ngaruhi oleh berbagai faktor dan salah satunya
adalah faktor agama yang dapat berpengaruh
pada fungsi manajemen suatu perusahaan. Dije-
laskan lebih lanjut bahwa dewan direksi Mus-

lim, memiliki pengaruh agama Islam lebih me-
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nonjol dalam praktik manajemen bank syariah
(Baydoun dkk., 1999). Dewan direksi Muslim
diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-
nilai Islam dalam kegiatan operasional bank
syariah sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi
dalam perbankan syariah untuk meningkatkan
kualitas dari informasi dan transparansi dengan
melakukan pengungkapan tata kelola perusahaan
sebaik mungkin (Baydoun dkk., 1999).

Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah memiliki peran
penting dalam memastikan tata kelola syariah
yang baik pada bank syariah (Abdullah Saif
Alnasser dan Muhammed, 2012). Peran dewan
pengawas syariah termasuk memberi nasihat
kepada dewan direksi mengenai hal-hal terkait
syariah untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis
perusahaan telah dijalankan sesuai dengan prin-
sip-prinsip syariah termasuk untuk produk dan
layanan yang diberikan serta kebijakan internal
(Hassan dan Christopher, 2005).

Farook dkk. (2011) menyatakan bahwa
jumlah anggota dewan pengawas syariah yang
besar dapat meningkatkan pengungkapan infor-
masi yang lebih tinggi karena kapasitas peman-
tauan aktivitas bisnis perusahaan semakin me-
ningkat. Semakin besar jumlah anggota dalam
dewan pengawas syariah, maka semakin besar
jumlah pemantauan yang menyiratkan tingkat
kepatuhan lebih besar terhadap hukum dan
prinsip-prinsip Islam (Farook dkk., 2011). De-
wan pengawas syariah yang lebih besar dapat
mengalokasikan fungsinya di seluruh kelompok
anggota sehingga memungkinkan dewan peng-
awas syariah untuk meninjau lebih banyak aspek
kegiatan bank dan memastikan kepatuhan yang

lebih besar, termasuk dalam aspek tata kelola

perusahaan (Abdullah dkk., 2015).
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KERANGKA KONSEPTUAL/METODO-LOGI
PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji
pengaruh ukuran bank syariah, jumlah dewan
direksi Muslim, serta proporsi dewan pengawas
syariah terhadap luas pengungkapan tata kelola
perusahaan pada bank syariah di Indonesia.

Jumlah aset yang besar menimbulkan risiko
yang semakin besar pula pada proses pengenda-
lian yang harus dijalankan perusahaan sehingga
dapat menimbulkan bias informasi (Buzby,
1975). Oleh karena itu, untuk memberikan
kepercayaan kepada para pihak berkepentingan
terkait proses pengendalian yang dimiliki oleh
bank syariah, maka manajemen bank syariah
berusaha untuk mengungkapkan tata kelola per-
usahaan secara lebih luas (Abdullah dkk., 2015).
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bukti
seberapa baik manajemen dalam mengelola besar
aset yang dimiliki untuk memberikan keuntungan
kepada para pemegang saham bank syariah (Ab-
dullah dkk., 2015). Semakin besar aset yang
dimiliki oleh bank syariah dapat memberikan
kemudahan untuk manajemen bank syariah da-
lam menjalankan tata kelola perusahaan secara
lebih baik (Farook dkk., 2011).

Hasil dari penelitian oleh Abdullah dkk.
(2015); Buzby (1975); Hamid (2004); memberi-
kan bukti bahwa ukuran bank syariah berpenga-
ruh positif terhadap pengungkapan tata kelola
perusahaan. Abdullah dkk. (2015); Buzby (1975);
& Hamid (2004) mengungkapkan bahwa bank
syariah dengan ukuran yang lebih besar pada
umumnya memiliki sumber daya yang lebih baik
untuk tata kelola perusahaan mereka.

H,: Ukuran bank syariah berpengaruh positif
terhadap luas pengungkapan tata kelola per-
usahaan pada bank syariah.
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Albassam dan Ntim (2017) menyatakan
bahwa dewan direksi Muslim dalam jajaran
dewan direksi bank syariah dapat memberi
tekanan kepada bank syariah untuk lebih dalam
melakukan proses internalisasi nilai-nilai Islam
dan meningkatkan transparansi perusahaan.
Lebih lanjut Albassam dan Ntim (2017) meng-
ungkapkan bahwa banyaknya dewan direksi
Muslim dalam bank syariah dapat memberi ma-
sukan kepada manajemen untuk meningkatkan
pengungkapan tata kelola perusahaannya.

Hasil dari penelitian Baydoun dkk. (1999);
Allegrini dan Greco (2013) memberikan bukti
bahwa dewan direksi Muslim memiliki pengaruh
positif terhadap luas pengungkapan tata kelola
perusahaan. Baydoun dkk. (1999); Allegrini dan
Greco (2013) mengungkapkan bahwa bank sya-
riah yang memiliki jumlah dewan direksi Mus-
lim lebih besar memiliki perilaku yang lebih
baik dalam menjaga agar nilai-nilai Islam senan-
tiasa menjadi panutan bagi bank syariah. Lebih
lanjut, Baydoun dkk. (1999); Allegrini dan Greco
(2013) menyatakan dewan direksi Muslim lebih
menyakini nilai-nilai Islam untuk diterapkan
dalam aktivitas bisnis yang dijalankan, sehingga
dapat memberi dorongan untuk lebih transparan
terkait aktivitas bisnisnya dengan melakukan
pengungkapan tata kelola perusahaan dengan
sebaik mungkin.

H2: Proporsi dewan direksi Muslim berpengaruh
positif terhadap luas pengungkapan tata
kelola perusahaan pada bank syariah.

Dewan pengawas syariah memiliki tanggung
jawab yang penting dalam bank syariah sebagai
pihak yang dapat mengotorisasi atau menyetujui
berbagai transaksi maupun kegiatan yang dila-
kukan oleh bank syariah, selain itu dewan peng-
awas syariah juga bertindak untuk memonitor
jajaran direksi dalam menjalankan aktivitas
bisnisnya supaya tetap dalam koridor prinsip

di Indonesia

syariah (Mohammed dkk., 2017). Abdullah dkk.
(2015) mengungkapkan bahwa semakin besar
jumlah anggota dewan pengawas syariah dapat
memberikan desakan kepada manajemen bank
syariah supaya menerapkan nilai-nilai Islam da-
lam setiap kegiatan operasional perusahaan un-
tuk menyesuaikan dengan prinsip syariah yang
berlaku termasuk meningkatkan transparansi,
sehingga dapat mendorong manajemen bank sya-
riah untuk memberikan pengungkapan tata kelo-
la perusahaan lebih baik (Mohammed dkk.,
2017).

Hasil dari penelitian oleh Farook dkk.
(2011) & Raman dan Bukair (2013) memberikan
bukti bahwa dewan pengawas syariah memiliki
pengaruh positif terhadap pengungkapan tata
kelola perusahaan. Farook dkk. (2011) & Raman
dan Bukair (2013) menyatakan bahwa bank
syariah yang memiliki jumlah dewan pengawas
syariah relatif besar dapat melakukan pengawas-
an dan pemantauan yang lebih efektif, sehingga
menghasilkan tingkat pengungkapan informasi
dan tata kelola perusahaan yang lebih tinggi.
H3: Proporsi dewan direksi Muslim berpengaruh

positif terhadap luas pengungkapan tata

kelola perusahaan pada bank syariah.

Penyajikan model penelitian ini dapat dilihat
pada gambar sebagai berikut.

‘ Ukuran Bank Syariah

Jumlah Dewan Pengawas
Syariah

Luas Pengungkapan
| Tata Kelola Perusahaan

Proporsi Dewan Direksi
Muslim

Kontrol:
Kualitas Audit
Kepemilikan Blockholder

Penelitian ini menggunakan data yang
diperoleh dari laporan tahunan dan laporan tata

kelola perusahaan bank syariah yang terdaftar
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di Indonesia periode 2015-2018. Prosedur
penentuan sampel dilakukan secara purposive
sampling. Sebanyak 41 data sampel perusahaan
yang memenuhi kriteria pemilihan dan dapat

diobservasi dalam penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel Dependen

Luas pengungkapan tata kelola perusahaan
diukur menggunakan Indeks tata kelola perusa-
haan (Albassam, 2014). Indeks tata kelola peru-
sahaan memiliki empat dimensi, (1) dewan per-
usahaan, (2) pengungkapan dan transparansi,
(3) pengendalian internal dan manajemen risiko,
serta (4) pemegang saham dan majelis umum.
Proksi dewan direktur dan dewan sub-komite,
pengungkapan dan transparansi, pengendalian
internal dan manajemen risiko, serta pemegang
saham dan majelis umum merupakan sub indeks
dari corporate governance index. Item dari
masing-masing ketentuan dapat diukur dengan
menggunakan content analysis dengan nilai 1
jika diungkapkan dan 0 jika sebaliknya.

Luas pengungkapan corporate governance
dinilai berdasarkan indeks pengungkapan yang
dikembangkan berdasarkan jumlah tolok ukur
tata kelola perusahaan (Albassam dan Ntim,
2017), dihitung dengan persamaan sebagai be-
rikut.

Jumlah item yang diungkapkan

[ndeks tata kelola perusahaan = -
Total item pengungkapan

Variabel Independen
1. Ukuran bank syariah diukur berdasarkan

logaritma natural total aset bank syariah seba-
gai berikut.
SIZE = Ln (Total Aset)
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2. Dewan direksi Muslim dihitung berdasarkan
proporsi dari dewan direksi Muslim yang
dirumuskan sebagai berikut.

Dewan direksi muslim

Proporsi dewan direksi muslim = Total dewan direksi

3. Dewan pengawas syariah dihitung berdasar-
kan jumlah dari dewan pengawas syariah
pada bank syariah.

Variabel Kontrol

1. Kualitas audit bank syariah diukur dengan
menggunakan variabel dummy dengan nilai 1
apabila bank syariah diaudit oleh KAP yang
terafiliasi dengan Big Four dan nilai 0 untuk
sebaliknya.

2. Kepemilikan block holder bank syariah diukur
dengan menggunakan variabel dummy dengan
nilai 1 jika pada bank syariah terdapat kepe-
milikan block holder dan nilai 0 jika seba-
liknya.

Teknik analisis yang digunakan adalah uji
regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda
pada penelitian ini dilakukan dengan mengguna-
kan program SPSS 25.0. Model regresi yang
digunakan untuk menguji hipotesis dirumuskan

sebagai berikut.

Yi= o+ B X1 + B X2 + B3 X3, + X4y + Bs XS + g ... (1)

Keterangan:
Konstanta
Koefisien regresi
Luas pengungkapan tata kelola perusahaan
: Ukuran bank syariah
Proporsi dewan direksi Muslim
: Jumlah dewan pengawas syariah
Kualitas audit
Kepemilikan block-holder
:  Error perusahaan i tahun ¢

W =

&

o Koo RaRola'

SN
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HASIL DAN DISKUSI
Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk membe-
rikan informasi dan gambaran umum mengenai
data variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian, yaitu variabel luas pengungkapan cor-
porate governance (CGI), ukuran bank syariah
(UP), proporsi dewan direksi Muslim (PPDM),
jumlah dewan pengawas syariah (JDPS), kualitas
audit (AQ), block-holder ownership (BO), pem-
bayaran dividen (DIV), dan leverage (LEV).
Analisis deskriptif mengungkapkan informasi
mengenai standar deviasi, mean, nilai minimum
dan nilai maksimum untuk masing-masing varia-
bel yang digunakan. Analisis deskriptif variabel
yang digunakan dalam penelitian disajikan pada
Tabel 1.

N | Minimum | Maximum | Mean S.t d'.
Deviation
Y 41 0.688 0.8751 0.7919 0.0490
X, 41 27.920 32.108] 30.0147 1.3899
X, 41 0.500 1.000] 0.8525 0.1429
X, 41 2 3 2.24 0.538
X, 41 0 1 0.49 0.506
X 41 0 1 0.93 0.264
Yahd. N 41
(listwise)

Pada Tabel 1 tersebut luas pengungkapan
tata kelola perusahaan (Y) memiliki nilai teren-
dah 0,688 dan tertinggi 0,875. Berdasarkan data,
nilai terendah indeks pengungkapan tata kelola
perusahaan dimiliki oleh Bank Jabar Banten
Syariah pada tahun 2015 dan nilai terbesar
indeks pengungkapan tata kelola perusahaan
dimiliki oleh Bank Panin Syariah pada tahun
2018. Rata-rata indeks pengungkapan tata kelola
perusahaan yang dimiliki seluruh perusahaan
sampel adalah 0,7919 dengan standard deviasi
0,0490. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat
sebaran data indeks pengungkapan tata kelola
perusahaan mempunyai tingkat variasi 6,1876%.
Dapat disimpulkan bahwa indeks pengungkapan
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tata kelola perusahaan pada perusahaan sampel
relatif seragam. Artinya, luas pengungkapan tata
kelola perusahaan sample dalam penelitian ini
relatif sama. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa
bank syariah yang menjadi sampel penelitian
memiliki penerapan kebijakan tata kelola yang
cenderung sama.

Ukuran bank syariah (X,) mempunyai nilai
terendah 27,920 dan tertinggi 32,108. Berdasar-
kan data, nilai terendah ukuran bank syariah
dimiliki oleh PT Bank Maybank Syariah Indo-
nesia tahun 2017 dan nilai terbesar ukuran
bank syariah dimiliki oleh PT Bank Syariah
Mandiri tahun 2018. Rata-rata ukuran bank
syariah pada seluruh perusahaan sampel adalah
30,0147 dengan standard deviasi 1,3899. Hal
ini memperlihatkan bahwa tingkat sebaran data
ukuran bank syariah mempunyai tingkat variasi
4,6307%. Dapat disimpulkan bahwa ukuran
bank syariah pada perusahaan sampel relatif
seragam. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa
besar aset yang dimiliki bank syariah pada sam-
pel penelitian relatif sama, artinya bank syariah
memiliki nilai aset yang digunakan untuk kegiatan
operasionalnya relatif sama.

Proporsi dewan direksi Muslim (X,) mem-
punyai nilai terendah 0,5 dan tertinggi 1.
Berdasarkan data, nilai terendah proporsi dewan
direksi Muslim dimiliki oleh PT Bank BCA
Syariah tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018
sedangkan nilai tertinggi proporsi dewan direksi
Muslim dimiliki oleh empat perusahaan di tahun
2015, empat perusahaan di tahun 2016, empat
perusahaan di tahun 2017, tiga perusahaan di
tahun 2018. Rata-rata proporsi dewan direksi
Muslim perusahaan sampel adalah 0,8525 de-
ngan standar deviasi 0,1429. Hal ini memperli-
hatkan tingkat sebaran data dari proporsi dewan
direksi Muslim memiliki tingkat variasi sebesar
16,7624%. Dapat disimpulkan bahwa proporsi

dewan direksi Muslim perusahaan sampel relatif
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seragam. Artinya, perusahaan sampel memiliki
komposisi atau jumlah dewan direksi Muslim
yang relatif sama. Kondisi ini mengisyaratkan
kebijakan bank syariah dalam menetapkan dewan
direksinya didominasi oleh dewan direksi yang
memeluk agama Islam.

Jumlah dewan pengawas syariah (X,) mem-
punyai nilai terendah 2 dan tertinggi sebesar 3.
Berdasarkan data, nilai terendah jumlah dewan
pengawas syariah dimiliki oleh tujuh perusahaan
di tahun 2015, tujuh perusahaan di tahun 2016,
tujuh perusahaan di tahun 2017, enam perusa-
haan di tahun 2018. Sedangkan, jumlah tertinggi
dewan pengawas syariah dimiliki oleh tiga perusa-
haan di tahun 2015, empat perusahaan di tahun
2016, empat perusahaan di tahun 2017 dan tiga
perusahaan di tahun 2017. Rata-rata jumlah de-
wan pengawas syariah perusahaan sampel adalah
2,24 dengan standar deviasi 0,538. Hal ini mem-
perlihatkan bahwa tingkat sebaran data jumlah
dewan pengawas syariah memiliki tingkat variasi
sebesar 24,0179%. Dapat disimpulkan bahwa
jumlah dewan pengawas syariah pada perusahaan
sampel relatif rendah. Kondisi ini mengisyaratkan
bahwa perusahaan sampel mempunyai jumlah
dewan pengawas syariah yang cenderung sama.
Artinya, kebijakan bank syariah dalam menentu-
kan jumlah dewan pengawas syariah lebih kepada
memenuhi syarat yang ditetapkan terkait jumlah
minimum dewan pengawas syariah, yakni seba-
nyak dua dewan pengawas syariah.

Kualitas audit (X4) memiliki nilai mini-

mum 0 dan nilai maksimum 1. Nilai 0 dan 1

deviasi 0,506. Tingkat sebaran data kualitas
audit mempunyai tingkat variasi 103,265%. Kon-
disi ini mengisyaratkan bahwa kualitas audit
bank syariah pada penelitian ini relatif sama.
Artinya, sebagian besar bank syariah memiliki
kebijakan pemilihan auditor untuk mengaudit
laporan keuangan yang cenderung serupa, yakni
menggunakan jasa auditor yang terafiliasi dengan
The Big Four.

Kepemilikan mayoritas perusahaan (X5)
memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum
1. Nilai 0 dan 1 pada kepemilikan mayoritas
perusahaan adalah variabel dummy. Nilai 1 digu-
nakan apabila pada bank syariah terdapat kepe-
milikan mayoritas sedangkan nilai 0 digunakan
apabila pada bank syariah tidak terdapat kepe-
milikan mayoritas. Rata-rata persentase kepemi-
likan mayoritas pada sampel adalah 0,93 dengan
standar deviasi 0,264. Dapat disimpulkan tingkat
sebaran data persentase kepemilikan mayoritas
mempunyai tingkat variasi sebesar 28,3871%.
Artinya, kepemilikan mayoritas pada bank sya-
riah dalam penelitian ini relatif sama. Pada bank
syariah di wilayah Indonesia masih didominasi

oleh kepemilikan mayoritas.

Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis

Penelitian ini diuji dengan menggunakan
analisis regresi linier berganda. Hasil dari analisis
regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel
2 berikut.

pada kualitas audit ini adalah nilai dari variabel Unstandardized | Standardized
dummy. Nilai 1 digunakan untuk menyatakan Model Coefﬁaegz Cocfficients t Sig.
bank syariah yang diaudit oleh KAP yang terafi- B Error Beta
liasi dengan The Big Four, dan nilai 0 digunakan (Constant) 0.1911 0.164 1.1701 0.250
untuk menyatakan bank syariah yang tidak X1 0-014{ 0.006 0.39% 23241 0.016
ftux ¥ yaralt - yang . X 0.107| 0.043 0.313 2.515| 0.017
diaudit oleh KAP yang terafiliasi dengan The X3 0.033| 0.013 0.360 2.500 | 0.017
Big Four. Rata-rata kualitas audit yang dimiliki X4 -0.018 ) 0.013 -0.181 -1.3261 0.193
XS5 0.029 0.026 0.157 1.129] 0.267

perusahaan sampel adalah 0,49 dengan standar
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Hipotesis 1 menyatakan bahwa ukuran
bank syariah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap luas pengungkapan tata kelola perusa-
haan. Dapat dilihat dari nilai koefisien regresi
ukuran bank syariah (X) adalah 0,014 dan nilai
signifikansi ukuran bank syariah (X)) sebesar
0,016 di mana tingkat signifikansi yang dihitung
< dari tingkat kepercayaan 0,05. Hal ini meng-
indikasikan bahwa semakin besar ukuran bank
syariah akan meningkatkan luas pengungkapan
tata kelola perusahaan dari bank syariah.

Hipotesis 2 menyatakan proporsi dewan
direksi Muslim berpengaruh positif dan signifi-
kan terhadap luas pengungkapan tata kelola
perusahaan. Dapat dilihat dari nilai koefisien
regresi proporsi dewan direksi Muslim (X))
adalah 0,107 dan nilai signifikansi proporsi
dewan direksi Muslim (X,) sebesar 0,017 di
mana tingkat signifikansi yang dihitung < dari
taraf kepercayaan 0,05. Hal ini mengindikasikan
bahwa keberadaan dewan direksi Muslim dalam
struktur organisasi bank syariah mampu membe-
rikan pengaruh yang signifikan dalam mendorong
penghayatan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ope-
rasional bank syariah sehingga meningkatkan
transparansi bank syariah melalui pengungkapan
tata kelola perusahaan yang baik.

Hipotesis 3 menyatakan dewan pengawas
syariah berpengaruh positif terhadap luas peng-
ungkapan tata kelola perusahaan. Dapat dilihat
berdasarkan koefisien regresi jumlah dewan
pengawas syariah (X3) yakni 0,033 dan nilai
signifikansi jumlah dewan pengawas syariah (X3)
sebesar 0,017 di mana tingkat signifikansi yang
dihitung < dari tingkat kepercayaan 0,05. Hal
ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah
dewan pengawas syariah dalam struktur organi-
sasi bank syariah mampu memberikan pengaruh
signifikan terkait peningkatan luas pengungkapan

tata kelola perusahaan.

di Indonesia

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui seberapa luas pengungkapan tata
kelola perusahaan yang dilakukan oleh bank
syariah dipengaruhi oleh ukuran bank syariah,
banyaknya dewan direksi Muslim, serta adanya
dewan pengawas syariah. Hasil pengujian dan
analisis yang dilakukan dalam penelitian ini
membuktikan bahwa ukuran bank syariah berpe-
ngaruh positif dan signifikan terhadap luas peng-
ungkapan tata kelola perusahaan bank syariah.
semakin besar ukuran bank syariah yang diukur
dari total aset yang dimiliki bank syariah dapat
meningkatkan luas pengungkapan tata kelola
perusahaan bank syariah. Dalam hal ini jumlah
aset yang besar dapat menunjukkan seberapa
baik kemampuan bank syariah dalam mengelola
dananya untuk memfasilitasi manajemen bank
syariah dalam melaksanakan tata kelola perusa-
haan yang efektif dan memadai, sehingga bank
syariah dapat mengungkapkan informasi kepada
pihak berkepentingan dengan lebih lengkap dan
lebih transparan.

Hasil pengujian dan analisis yang dilakukan
dalam penelitian memberikan bukti bahwa
banyaknya dewan direksi Muslim berpengaruh
positif dan signifikan terhadap luas pengung-
kapan tata kelola perusahaan. Keberadaan jajar-
an dewan direksi yang beragama Islam dalam
struktur organisasi perusahaan mampu memberi-
kan dampak yang dalam memotivasi bank syariah
untuk lebih aktif dalam mengungkapkan infor-
masi melalui pengungkapan tata kelola perusa-
haan yang baik kepada publik sebagai bentuk
transparansi yang menjadi bagian dari tanggung
jawab manajemen.

Hasil pengujian dan analisis yang dilakukan
dalam penelitian memberikan bukti bahwa de-
wan pengawas syariah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap luas pengungkapan tata kelo-
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la perusahaan. Keberadaan dewan pengawas
syariah dalam struktur organisasi perusahaan
mampu memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap peningkatan luas pengungkapan tata
kelola perusahaan. Semakin banyak jumlah de-
wan pengawas syariah mampu meningkatkan
proses pengawasan dan pemantauan pada mana-
jemen perusahaan dalam mengimplementasikan
prinsip-prinsip syariah yang salah satunya adalah
meningkatkan transparansi terkait informasi da-
lam setiap kegiatan operasional perusahaan yang
disajikan dalam pengungkapan tata kelola perusa-
haan.
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